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ABSTRAK 
 
HANDRYANTO P. (B 111 07 237), dengan judul “Pemenuhan Hak 
Melakukan Ibadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar”. Di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan 
Kaisaruddin Kamaruddin selaku Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, Untuk 
mengetahui implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar dan yang kedua 
Mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi 
pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan klas I Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di di Wilayah Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar, dengan menggunakan metode kepustakaan (library 
research) dan metode penelitian lapangan (Field research) untuk 
mendapatkan data primer dan sekunder. 
Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: 
1).Implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar telah dilakukan dengan baik. Hal 
ini terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam 
LAPAS, yakni melakukan ibadah wajib ditambah kegiatan keagamaan 
lainnya seperti pengajian, kebaktian. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar terdiri dari faktor penghambat dan 
faktor pendukung. Faktor pendukung meliputi tersedianya fasilitas yang 
memadai dan antusias narapidana yang cukup tinggi, serta terdapat 
beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan beribadah. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari masih 
kurangnya sumber daya manusia yang mengisi kegiatan ibadah dan terdapat 
beberapa narapidana yang tidak mengikuti kegiatan ibadah 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pidana penjara pada hakekatnya adalah pidana hilang 
kemerdekaan bergerak bagi pelanggar hukum selama waktu tertentu atau 
seumur hidup, yang ditetapkan oleh hakim dan ketetapan tersebut telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan selama kehilangan 
kemerdekaan bergerak tersebut terpidana ditempatkan di lembaga 
pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan. Tujuan pemberian sanksi 
pidana penjara adalah untuk membina narapidana yaitu dengan cara 
menimbulkan efek jera bagi mereka yang telah melanggar hukum 
sehingga bertobat dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. 
Berkaitan dengan sanksi pidana berupa pidana penjara sangat erat 
kaitannya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut 
ditentukan bahwa:  
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, 
dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pembinaan dalam tatanan peradilan pidana. 
 
Pemasyarakatan adalah sebagai system erlakuan pelanggar 
hukum pada dasarnya adalah member pola perlakuan reintegrasi yang 
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bertujuan memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 
penghidupan narapidana dalam kapasitasnya sebagai makhluk pribadi, 
makhluk sosial dan makhluk Tuhan. 
Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu 
perwujudan dari pelembagaan reaksi forml masyarakat terhadap 
kejahatan.Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan 
pada unsur pemberian derita semata-mata pada pelanggar hukum.Namun 
sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita 
semata tersebut harus diimbangi dengan memperhatikan hak-hak asasi 
pelanghgar hukum sebagai makhluk individu, maupun makhluk 
social.Pemasyarakatan sebagai salah satu institusi pelembagaan reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan berupa tempat derita, namun disisi lain 
juga berfungsi merehabilitasi para narapidana dengan berbagai 
pembinaan.Namun pada dasarnya pembinaan narapidana bukan hanya 
tanggung jawab institusi pemasyarakatan, tetapi secara bersama-sama 
pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 
pemasyarakatan nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa: 
sistim  pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
Pembina, yang dibina dan masyarakat’, untuk meningkatkan 
kwalitas warga binaan pemasyarakatan  agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dapat 
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berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. 
 
Untuk mempersiapkan narapidana mengintegrasikan kembali ke 
masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja 
sebagai bekal hidupnya.Keterampilan ini ditujukan kepada narapidana 
agar menjadi tenaga yang terampil yang menjadi elemen penting dalam 
pembangunan nasional, seperti memberikan keterampilan mekanik, 
menjahit, pendidikan, dan lain-lain.Dengan pembinaan ini, narapidana 
diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik ketika terjun kembali ke 
masyarakat. 
Dalam system pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan 
berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-
hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak 
luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak memperoleh informasi baik 
melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang 
layak dan sebagainya.Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak 
tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara 
langsung melakukan perawatan, pembinaan, dan bimbingan terhadap 
warga binaan pemasyarakatan. 
Untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan 
merupakan tanggung jawab petugas pemasyarakatan serta instansi 
pemerintah terkait lainnya. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa petugas 
pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, serta 
pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. 
Pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini sering tidak 
dapat terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, 
terutama petugas pemasayarakatan yang mempunyai peranan penting 
sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan 
berpedoman pada system pemasyarakatan.Banyak faktor yang 
mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan 
sehingga tidak dapat terpenuhi dengan baik yang menjadikan Lembaga 
Pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat 
penampungan orang-orang yang dihukum. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 
mengambil skripsi dengan judul Pemenuhan hak Melakukan Ibadah 
Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang Penulis kemukakan pada 
Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah 
bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar? 
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2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi 
pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan klas I makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak melakukan 
ibadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I 
Makassar. 
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 
implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dan dapat 
digunakan sebagai dokumentasi dari segi hukum, dalam rangka 
membahas pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan.Hasil Penulisan ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai 
pelaksanaan kaidah-kaidah hukum pada masa sekarang ini, serta 
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dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat 
undang-undang dalam menetapkan lebih lanjut sebagai upaya 
pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan klas I Makassar. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis Penulisan skripsi ini dapat memberikan 
informasi secara tidak langsung kepada Penulis, masyarakat 
umum, pembaca, dan mahasiswa fakultas hukum khususnya 
mengenai pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar. 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan 
1. Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang 
selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani 
pidana hilang kemeredekaan di LAPAS, sementara yang dimaksud 
dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.Dengan demikian LAPAS berarti hanya berfungsi untuk 
melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan.Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem 
pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu 
pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi 
sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan 
Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
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Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai 
dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan.UU Pemasyarakatan itu menguatkan 
usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang 
merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM 
Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu 
proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana 
dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. 
Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 
dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum 
atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar 
warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak 
mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.Dengan demikian jika 
warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, 
mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan 
dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pembinaan tidak lagi 
sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. 
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Sedangkan dalam sistem KUHP jenis pidana hilang 
kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik 
pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan 
pidana kurungan.Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh 
Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan 
rumah tahanan negara.Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti 
LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama 
yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana.Persoalan ini menimbulkan 
permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap 
pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan pidana 
mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap 
pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam 
Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. 
UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan 
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.Lembaga 
Pemasyarakatan adalah  tempat untuk melaksanakan pembinaan 
Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.  
   Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara sebagai tempat 
pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk 
antara lain:1 
                                                           
1 Romli Atsasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 
(Bandung: Alumni, 1982). 
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a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana 
yang sifatnya berat 
b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para 
terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya 
melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan 
menggunakan ampelas. 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan 
adalah sebagai berikut: 
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan 
suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua 
kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan 
pemilikan Departemen Hukum dan Ham, yang berkaitan 
dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada 
hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau 
yang dalam tindak pedana diajukan kedepan pengadilan 
dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga 
Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat 
(1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:2 
a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I 
b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A 
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B 
 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat 
kedudukan dan kegiatan kerja.Lembaga Pemasyarakatan menurut 
Departemen Hukum dan Ham RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. 
2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan 
                                                           
2 Fadli Pramananda, Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga 
Permasyrakatan Klas I Kota Makassar, Skripsi, (Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2011), h. 14. 
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Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham dan keragu-
raguan tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, dan 
akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaannya. 
sebagian pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikkan 
pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran 
yang lebih banyak kepada narapidana, sebagian pelaksanaan 
mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai fase behandeling (perlakuan) 
terakhir, sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan 
resosialisasi. Perbedaan tafsiran tentang pemasyarakatan itu sebagai 
akibat dari pengaruh-pengaruh yang telah berkarat dalam pikiran liberal. 
Menurut Sudarto Istilah pemasyarakatan dapat disamakan 
dengan ”resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya 
ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang 
berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu 
sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing 
kepada istilah.Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari 
prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara 
pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan 
bagaimanakah hasilnya.3 
                                                           
3Suryobroto, B. 1972, Pelaksanaan Sistem pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.Hal. 
34. 
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Mengenai pengertian resosialisasi Roeslan Saleh menyatakan 
bahwa ;4 
Usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam 
masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat 
hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-
kejahatan. 
 
KemudianRomli Atmasasmita memberikan batasan tentang 
resosialisasi ini sebagai berikut:5 
Suatu Proses interaksi anatara nara-pidana, petugas lembaga 
pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses 
interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada 
narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif 
mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. 
 
Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah 
laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang 
dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan penngetahuan. 
kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang 
baik dan berguna. 
Dalam Surat Keputusan Kepala Diktorat Pemasyarakatan 
Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Pebruari 1985, dimana disampaikan 
suatu konsepsi Pemasyarakatan sebagai berikut. 
                                                           
4 Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Centara. 
5 Ibid., 
13 
 
 
Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeuntie 
dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan 
berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, 
mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. sejauh itu 
narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-
unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga 
pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya 
merupakan suatu keutuhan dan keserasihan (keharmonian) hidup dan 
penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif). 
Dengan kata lain pemasyarakatan adalah proses pembinaan 
bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan 
yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas 
pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjankan 
peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar 
proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai 
tujuan dengan cepat dan tepat. 
Dalam seminar kriminologi ke I tahun 1986 di Semarang, 
Bahroedin Soerjobro memberikan batasan mengenai sistem 
pemasyarakatan, yaitu :pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, 
kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan 
pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan 
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masyarakat, manusia dengan keseluruhan, manusia dengan alamnya 
dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, 
manusia dengan khaliknya. 
Kemudian Bambang Poernomomemberikan batasan sistem 
pemasyarakatan Indonesia sebagai berikut :6 
merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan 
dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan 
kembali narapidana yang diakui sebagai makhlik individu 
sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan 
tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang 
yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang 
baik. 
 
Akhirnya dalam penjelasan umum Rancangan Undang-undang 
tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemasyarakatan 
disebutkan bahwa : 
Sistem Pemasyarakatan Adalah suatu proses pembinaan 
terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan 
memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan. individu dan 
anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana 
diperkembangkan hidup kejiwaanya, jasmaniahnya, pribadi 
serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, 
mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan 
hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara 
pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan 
pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan 
masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan 
sikap dan tingkah lakunya serta pidanaanya yang wajib 
dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu 
                                                           
6Bambang Poernomo, 1984, Pertumbuhan Hukum Pidana Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum 
Pidana, Bina Aksara, Jakarta 
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lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup 
bermasyarakat kembali dengan baik. 
 
Dengan demikan sistem pemasyarakatan dapat diartikan suatu 
cara perlakuan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang 
dijatuhi pidana hilang kemerdekaan khususnya pidana penjara dengan 
mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga 
setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi 
anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara 
serta tidak melakukan kejahatan lagi. 
Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 
eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu 
penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam 
proses penegakan hukum. 
Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum 
telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
warna binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
 
 Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah: 
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Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggungjawab. 
 
Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 
jawab, Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang 
ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan 
Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Memberikan jaminan 
perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta 
keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan 
barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk 
negara berdasarkan putusan pengadilan. 
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Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” 
adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan kedapa fitrahnya dalam hubungan manusia dengan 
Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, 
dan manusia dengan lingkungannya. 
Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.Yang dimaksud 
dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan 
hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: 
Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak 
hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, 
dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. 
Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan 
almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa 
Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” 
menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. 
18 
 
 
Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah 
pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang 
tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek 
jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar 
kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik. 
Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh 
Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia 
kepenjaraan sebagai berikut:7 
1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia 
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang 
diluar masyarakat 
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan 
bergerak 
 
Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu 
adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya 
nanti dapat kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang 
berguna.Menurut undang-undang no.12 tahun 1995 Pasal 5 bahwa 
sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. Pengayoman; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 
penderitaan; dan 
                                                           
7 Koesnan, R.A. Politik Penjara Nasional, (Bandung: Sumur Bandung,1961), h. 8. 
19 
 
 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga 
dan orang-orang tertentu. 
 
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari 
tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan 
demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara 
pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. 
Adapun Fungsi Pemasyarakatan menurut KepMen No. 
M.01.PR.07.03 tahun 1985 Pasal 2 seperti : 
a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik. 
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan 
mengelola hasil kerja. 
c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak 
didik. 
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga 
Pemasyarakatan. 
e. Melakukan urusan tata usaha rumah tangga 
 
B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan. 
Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat 
Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar 
narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke 
dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagaman, sosial 
budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan 
keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. 
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Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan 
sebuahpendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam 
usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan 
sistem pemasyarakatanseperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 
12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.Hal ini mengandung artian 
pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud 
tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan 
narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan. 
Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI. 
2003 dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut:  
1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaaan 
antara petugas pembina dan narapidana. 
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk 
memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan 
keteladanan. 
3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki 
potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama 
dengan manusia lainnya. 
4. Pembinaan dilaksanakan berencana, terus-menerus dan 
sistematis 
5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.  
 
Terlepas dari pro dan kontra masalah pidana mati, namun 
kenyataannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini masih 
menganut hukum pidana mati.Satjipto Rahardjo mengemukakan, marilah 
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dengan semangat bangun dari keterpurukanhukum sekarang ini, kita 
membangun kembali hukum Indonesia dengan suatu penegasan filsafat 
baru, bahwa hukum hendaknya memberikan kebahagiaan kepada 
rakyat.Memang, untuk bisa bergaul dalam komunitas internasional, kita 
perlu mengunakan hukum modern yang umum dipakai di dunia. Tetapi 
apa pun pilihan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, tidak ada yang 
melarang bangsa ini untuk menjadi bahagia. Bahkan, itu yang jauh lebih 
penting.Sekarang kita mengalami bagaimana terpuruknya sistem hukum 
kita dan lebih daripada itu kita menjadi tidak bahagia. 
Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 
1995) telah dirumuskan secara tegastentang konsep pemasyarakatan 
sebagaimana dimuat dalam “Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 
dan angka 2, sebagai berikut : 
undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.\ 
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah 
dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
negara yang baik dan bertanggung jawab. 
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Kemudian dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor: 12 
Tahun 1995 tersebut dirumuskan pula tentang “tujuan” dan “fungsi” 
Sistem Pemasyarakatan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan 
Pasal 3 sebagai berikut: 
Pasal2 : 
Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
 
Pasal 3: 
Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehinga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab 
 
 Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 6 ditentukan  
bahwa : 
1. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS 
dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh 
BAPAS. 
2. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak 
Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB 
III. 
3. Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: 
a) Terpidana bersyarat; 
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b) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang 
mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang 
bebas; 
c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, 
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh 
atau badan sosial; 
d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri 
atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya 
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 
dan 
e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, 
bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau 
walinya. 
Selanjutnya pada ketentuan PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan Bab I Ketentuan 
Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa: 
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana 
dan Anak Didik Permasyarakatan. 
 
Selama di LAPAS, Warga Binaan Permasyarakatan tetap 
memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan 
kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh 
perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, 
keterampilan, olah raga, atau rekreasi. 
Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan 
dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun 
Warga Binaan Permasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap 
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didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat 
dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota 
masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat 
dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Sambutan 
Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat 
Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-
prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem permasyarakatan yang 
sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri 
atas sepuluh rumusan. 
Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:8 
1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal 
hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari 
negara. 
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan 
dengan bimbingan. 
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk 
atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus 
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 
mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan 
lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus 
ditunjukkan untuk pembangunan negara. 
                                                           
8 Zulkarnaen, David, Pengembangan diri. Makalah Etika Profesi. (Bogor: Yayasan Pendidikan 
Mandiri Bogor Educare, 2009). 
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7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada 
narapidana bahwa itu penjahat. 
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah 
satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12/95, dinyatakan bahwa: 
Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan dilakukan di LAPAS 
dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan dilakukan 
oleh BAPAS.Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap 
narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan. 
 
Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan di LAPAS 
dilaksanakan: 
a. Secara intramural (di dalam LAPAS); dan 
b. Secara ekstemural (di luar LAPAS). 
Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut 
asimilasi, pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh BAPAS yang 
disebut integrasi. 
Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan Pasal-Pasal 
pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Permasyarakatan :9 
a. Pembinaan tahap awal 
                                                           
9 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum penitensier Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia), h. 
192-193. 
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Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang 
bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu 
pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi: 
(1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling 
lama 1 (satu) bulan; 
(2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
(3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
dan 
(4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak 
masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, 
diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting 
untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya. 
b. Pembinaan tahap lanjutan 
Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode: 
a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
awal sampai dengan ½ ( satu per dua) dari masa pidana; dan 
b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa 
pidana. 
Pembinaan tahap lanjutan meliputi: 
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(1) Perancanaan program pembinaan lanjutan; 
(2) Pelaksanaan program binaan lanjutan; 
(3) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan 
(4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. 
c. Pembinaan tahap akhir 
Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap 
lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana 
yang bersangkutan. 
Pembinaan tahap akhir meliputi: 
(1) Perencanaan program integrasi; 
(2) Pelaksanaan program integritasi; dan 
(3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. 
Tahap Integrasi atau non institusional, tahap ini apabila 
narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 
(sembilan) bulan, narapidanadapat diusulkan diberikan pembebasan 
bersyarat.Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-
tengah masyarakat dan keluarga. 
Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga 
pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas 
atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan 
atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan 
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pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas 
yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak 
boleh lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan uraian di atas, tampak jelas 
bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap, dan 
masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan. 
Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di 
LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar 
LAPAS oleh BAPAS.Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-
syarat tertentu pembinaan tahap akhir nerapidana yang bersangkutan 
tetap dilaksanakan di LAPAS.Dalam melaksanakan pembinaan 
terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan. 
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain: 
a. Dana pembinaan; 
b. Perlengkapan ibadah; 
c. Perlengkapan pendidikan; 
d. Perlengkapan bengkel kerja; 
e. Perlengkapan olahraga dan kesenian. 
Selain sarana dan prasarana, LAPAS yang digunakan untuk 
pelaksanaan program pembinaan dibagi dalam berbagai klarifikasi dan 
spesifikasi.Yang di maksud dengan “klarifikasi LAPAS” adalah 
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pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan 
lokasi.Yang dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah pembagian 
jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan 
pembinaan dan keamanan. 
Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim 
Pengamat Permasyarakatan.Dalam sidang ini Kepala LAPAS wajib 
memperhatikan hasil Litmas.Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke 
tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Permasyarakatan 
berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan 
pelaksanaan pembinaan dari pembina permasyarakatan, pembimbing 
kemasyarakatan dan wali narapidana. 
Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan 
memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka 
narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.Tidak 
memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi 
disebabkan narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana 
seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata 
tertib LAPAS dan sebagainya.Yang dimaksudkan dengan “pembinaan 
khusus” meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih 
bersifat maksimum sekuriti. 
C. Hak-Hak Narapidana 
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Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, 
khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia.Dengan 
pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya 
dicabut.Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan 
masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah.Penghukuman 
bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya 
sebagaimanusia.Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara 
tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk 
surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, 
asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan 
agamanya,menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, 
mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat. 
Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan 
pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak 
asasi manusia dapat direalisaasikan. 
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang 
diumumkan pada tanggal 14 Desember 1990 tentang prinsip dasar 
perlakuan terhadap narapidana menyebutkan bahwa setiap narapidana 
akan diperlakukan dengan cara menghargai martabat dan nilai-nilai yang 
melekat sebagai manusia dan tidak boleh dilakukan diskriminasi 
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berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, status kelahiran atau 
status yang lain. 
Resolusi tersebut pada intinya menghargai martabat manusia dan 
tidak diperbolehkan untuk dilakukan diskriminasi terhadap narapidana 
Pemasyarakatan yang dikenal di Indonesia, menyangkut martabat 
manusia dan non diskriminasi merupakan prinsip hak asasi manusia Pasal 
1 dan 2. 
Berbicara mengenai hak asasi manusia menurut Aswanto (1999:36) 
bahwa perdebatan hak asasi manusia dimulai beberapa abad yang silam, 
seperti dapat dirunut dari tulisan-tulisan Plato, Aristoteles dan Cicero. 
Rangkaian perdebatan merangkak mengikuti sejarah dunia, sampai 
perdebatan diseluruh pelosok dunia seperti Perancis, Inggris, Amerika 
maupun Indonesia. Menurut awal lahirnya konsep hak asasi manusia 
sama dengan merunut sejarah peradaban manusia, sebab yang menjadi 
awal atau cikal bakal hak asasi manusia dewasa ini dapat ditemukan pada 
setiap kebudayaan, peradaban agama dan tradisi. 
Romdlan Naning (Aswanto, 1999:36) mengungkapkan bahwa sejak 
Nabi Musa dibangkitkan untuk memerdekakan umat Yunani dari 
perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya 
penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan 
keadilan. Di Babilonia, terkenal dengan Hammurabi yang merupakan 
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hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya, hukum 
Hammurabi yang dikenal 2000 tahun sebelum Masehi merupakan jaminan 
terhadap hak asasi manusia. 
Solon, (Aswanto, 1999 :36) 600 tahun menjelang Masehi di Athena 
mengadakan pembaharuan dengan menyusun perundang-undangan yang 
memberikan perlindungan keadilan. Menganjurkan warga Negara yang di 
perbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan. Solon yang dianggap 
bapak ajaran Demokrasi kemudian membentuk Mahkamah Keadilan yang 
disebutnya Heliae, Majelis Rakyat dinamakan Ecclesia. 
Flavius Anicius Justinian (Aswanto, 1999 :36) yang menjadi Kaisar 
Romawi (527) dengan gagasannya menciptakan peraturan hukum yang 
kemudian menjadi pola sistem hukum modern dinegara Barat. Dasar 
hukum Justinian bermula dari jaminan bagi keadilan hak-hak manusia. 
Filosof yunani, seperti Socratos (470-399 SM) dan Plato (428-348 
SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak 
asasi manusia. Konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan 
kontrol sosial kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai 
keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan 
pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan 
kehendak warganya.10 
                                                           
10Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap PenegakanHAM 
di Indonesia, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-Unair, 1999.Hal. 37. 
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Kitab suci AL-Quran lebih kurang 1400 tahun yang lalu diwahyukan 
oleh Allah SWT kepada seluruh ummat manusia melalui Nabi Muhammad 
SAW, mengajarkan dalam firmannya : “ Tidak ada paksaan dalam 
beragama” (laa iqraha fiddien) ini merupakan pencerminan nilai-nilai asasi 
bagi manusia.11 
Menyangkut masalah pemenuhan hak-hak bagi narapidana 
lembaga pemasnyarakatan dalam Kovenan hak-hak sipil politik Pasal 26 
disebutkan bahwa :12 
Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak 
atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. 
Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apaun, dan 
menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang 
terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul 
kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. 
 
  Pasal tersebut memberikan penjelasan agar semua manusia 
diperlakukan sama didepan hukum tanpa adanya diskriminasi dengan 
tidak terkecuali termasuk orang yang mendapatkan hukuman atau yang 
disebut dengan narapidana lembaga pemasyarakatan. Sehingga 
perlakuan terhadap narapidana lembaga pemasyarakatan yang hanya 
kehilangan hak kemerdekaan  karena melakukan perbuatan melawan 
                                                           
11 Ibid., 
12www. DepkumhamRI.com Diakses Tanggal 1 Agustus 2013. 
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hukum hendaknya diperlakukan secara manusiawi dan diberikan hak-hak 
sesuai dengan aturan, dalam hal ini hak untuk melakukan ibadah. 
  Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah 
sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni : 
1. Ayomi dan berikan bekal hidupagar mereka dapat menjalankan 
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara. 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaansupaya mereka bertobat. 
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk 
ataupun jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. 
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana atau 
anak didikharus dikenalkan dengan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan 
pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan 
negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu 
dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha 
peningkatan produksi. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan 
anak didik harus berdasarkan pancasila. 
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat 
adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai 
manusia. 
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang 
kemerdekaan sebagai salah satu derita yang di alaminya. 
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung 
fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem 
pemasyarakatan. 
 
Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya 
pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, 
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penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar 
hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara 
atau terjadinya pengabaian (by ommision) terhadap hak konstitusional 
warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang 
Dasar 1945. 
Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dimata hukum. 
 
Pasal 28 I menyatakan: 
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun. 
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 
(3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah 
(4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, ditaur dan dituangkan 
dalam peraturan peundang-undangan. 
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Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 
tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: 
Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi 
Berkaitan dengan hal-hal di atas, peranan masyarakat menjadi 
suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. 
Dengan konsep berpikir demikian, maka dengan pengondisian masyarakat 
pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh 
sistem pemasyarakatan. Karena susksesnya sistem ini sangat ditentukan 
oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan 
narapidana melalui social participation, social support, dan social control. 
Dalam paham re-integrasi sosial menurut Purnomo, dikatakan 
bahwa :13 
Tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) 
menimbulkan bahaya prosonisasi ( yakni terkontaminasinya mental 
penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian 
label atau cap kepada seseornag bahwa ia itu penjahat dan ia akan 
menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan 
perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan 
menumbuhsuburkan residivisme (pengulangan perilaku jahat). 
 
                                                           
13 Dwidja Priyanto, Loc. Cit. 
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Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu, dimana 
narapidana sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak dasar 
sebagai manusia karena diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu 
atas kondisi penjara dan tahanan tersebut, pada tanggal 26 Juni 1987 
Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang 
penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan 
yang tidak manusiawi lainnnya yang dikenal sebagai Konvensi Anti 
Penyiksaan, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia meratifikasi 
jonvensi tersebut pada 1998.14Inti dari Konvensi Anti Penyiksaan tersebut 
melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan 
penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan 
martabat.Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi 
pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan 
terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen-instrumen hak asasi 
internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak 
asasi manusia narapidana dan tahanan. 
Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun 
menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan 
dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat 
tahanan harus terbuka bagai pemantau independen seperti Komisi Hak 
                                                           
14 Fadli Pramananda, op.cit., h. 7. 
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Asasi Manusia, Palang Merah Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga 
Swadaya masyarakat. 
Adapun hak-hak narapidana selama menjalani sebagai warga 
binaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :15 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
5. Menyampaiakan keluhan; 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 
tertentu lainnya; 
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
10.  Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
D. Hak Narapidana Melakukan Ibadah 
Pada garis besarnya kehidupan warga binaan pemasyarakatan 
di Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan 
direnggut kebebasannya sementara atau hilang kemerdekaan 
bergeraknya, sehingga menimbulkan kepedihan-kepedihan akibat hak-
hak pribadi selaku orang yang mempunyai nurani, seorang warga 
                                                           
15Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyrakatan. 
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binaan pemasyarakatan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
atau di Rumah Tahanan Negara tidak dapat terpenuhi keinginannya 
karena ada batasan-batasan yang harus dijalankan, hal yang demikian 
ini dapat menyebabkan gangguan psikis dan akhirnya dapat merambat 
keadaan fisiknya. 
Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing yang disesuaikan dengan program 
pembinaan.Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga 
binaan pemasyarakatan mengatur tentang hak untuk melakukan 
ibadah yaitu : 
 Pasal 2  
1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk 
melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.  
2. Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di 
dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program 
pembinaan.  
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  
 
Pasal 3  
1. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan 
pendidikan dan bimbingan keagamaan.  
2. Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), 
disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan 
pertimbangan Kepala LAPAS.  
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3. Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat 
dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan 
kemasyarakatan, atau perorangan.  
 
Pasal 4  
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti 
program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya. Bagian Kedua Perawatan Rohani dan Perawatan 
Jasmani  
 
Pasal 5  
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat 
perawatan rohani dan jasmani. 
 
Pasal 6  
1. Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan 
melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.  
2. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani 
dan pendidikan budi pekerti.  
3. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama 
dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.  
 
Pasal 7  
1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatanberhak 
mendapat perawatan jasmani berupa :  
a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan re 
b. kreasi;  
c. pemberian perlengkapan pakaian; dan  
d. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.  
2. Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak 
Negara selesai didaftar. 
3. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai 
pakaian seragam yang telah ditetapkan.  
 
Pasal 8  
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Ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam 
penyusunan skripsi ini, makaPenulis memilih untuk melakukan penelitian 
di Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.Hal ini didasari atas 
pertimbangan bahwa, dipilihnya Lembaga pemasyarakatan Klas I 
Makassar sebagai tempat penelitian karena lembaga ini sangat 
berkompeten dalam kasus hukum yang Penulis teliti terutama untuk 
menjawab rumusan masalah dari Penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data 
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Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian 
di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara dengan 
narasumber, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas I 
Makassar, ataupun pegawai Lembaga Pemasyarakatan klas I 
Makassar ksusnya yang membidangi pembinaan dan pengamanan 
narapidana Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar, Pegawai 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS), ataupun narapida itu sendiri. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
dengan cara menelaah literatur atau buku-buku, dokumen, 
referensi-referensi hukum, dan peraturan perundang-undangan 
yang ada kaitannya dengan objek penelitian. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara, yakni mengumpulkan data di lapangan dengan cara 
tanya jawab secara langsung kepada Kepala ataupun Pegawai 
Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar,serta pelaku tindak 
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pidana yang dianggap relevan yang berkaitan dengan 
permasalahan ini. 
2. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara menelusur literatur-literatur dan dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti buku, 
peraturan perundangan-undangan, serta bahan publikasi ilmiah 
lainnya yang dianggap relevan dengan Penulisan skripsi tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan 
dianalisis dan di olah secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu dan sifat 
gejala dalam peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai 
gejala data primer yang di hubungkan dengan teori-teori dalam data 
sekunder. 
Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan 
Penulisan skripsi ini, serta Penulis senantiasa bersandar pada peraturan 
dan kaidah hukum yang ada dan kemudian untuk mengetahui 
pelaksanaan suatu peraturan tersebut, senantiasa memperhatikan faktor-
faktor non-yuridis dimana peraturan itu diberlakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS 
atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan 
istilah penjara.Lembaga Pemasyarakatn merupakan Unit Pelaksana 
Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement 
Kehakiman).Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem 
pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu 
pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi 
sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan 
Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan 
narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan16, 
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan 
belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga 
pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu 
lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan 
pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada 
tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 
27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan.  
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" 
                                                           
16
Dikenal lima jenis tahanan yang dapat ditempatkan dalam Lapas itu sendiri yaitu A1 (Tahanan polisi), 
A2 (Tahanan penuntut umum), A3 (Tahanan Pengadilan Negeri), A4 (Tahanan Pengadilan Tinggi), A5 
(Tahanan Mahkamah Agung) 
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secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana 
yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar 
Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk 
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 
pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara 
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. 
Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah 
pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan 
berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor 
J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 
pemidanaan.Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang 
tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 
kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak 
harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-
faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang 
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bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-
kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.  
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau 
anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah 
pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak.Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka 
masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak 
Sipil.Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan 
pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di 
atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila 
Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan 
pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini 
ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.Sistem 
Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga 
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Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana 
oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan 
bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. 
Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat 
pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk 
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 
maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak 
maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain 
sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan 
kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima 
kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani 
pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak 
tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang 
secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai 
Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan 
kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim 
Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program 
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pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana 
Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.Sama halnya dengan 
daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di 
Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di 
Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga 
pemasyarakatan Klas I makassar memiliki luas tanah 94.069 m2 yang 
status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan 
seluruhnya 29.610 m2. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
yaitu: 
 VISI: 
 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar  
 Tangguh dalam pembinaan  
 Prima dalam pelayanan  
 Unggul dalam pengamanan 
 MISI: 
 Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan 
tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak 
mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara. 
Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
adalah sebagai berikut: 
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B. Implementasi Pemenuhan Hak Melakukan Ibadah Bagi Narapidana Di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
 
Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman 
baik dari suku, bahasa maupun agama. Keberagaman ini telah disadari 
oleh para pendiri negara, sehingga melahirkan suatu semboyan Bhineka 
Tunggal Ika, yang dapat diartikan berbeda-beda akan tetapi tetap satu 
juga. Hal tersebut merupakan konsep yang telah ada bahkan sebelum 
Indonesia merdeka.Pancasila sebagai dasar negara kita, merupakan 
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gambaran betapa keberagaman beragama menjadi sangat dijunjung 
tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pasal 29 Undang-
Undang Dasar juga mengatur mengenai kebebasan beragama 
umat.Pengaturan ini memberikan gambaran bahwa setiap warga negara 
wajib menjunjung tinggi masing-masing agama yang dianut oleh rakyat 
Indonesia.Salah satu implementasi kebebasan beragama yang sangat 
nampak adalah tersedianya berbagai macam tempat ibadah yang dapat di 
gunakan masing-masing penganut tiap agamanya, termasuk bagi 
narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. 
Pada penelitian yang Penulis lakukan, di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar fasilitas untuk melaksanakan ibadah 
sudah memadai, yakni tersedianya Mesjid sebagai tempat ibadah bagi 
narapidana yang beragama islam dan tersedia pula ruangan-ruagan 
ibadah yang didesain merupai gereja sebagai tempat ibadah bagi umat 
kristen dan katolik. Saat ini Lemabaga Pemasyarakatan Klas I A 
Makassar tidak memiliki binaan narapidana yang beragama hindu dan 
budha, sehingga fasilitas beribadahnya belum tersedia secara permanen. 
Berikut ini adalah data jumlah narapidana berdasarkan jenis agama yang 
dianut narapidana: 
Tabel 1: Jumah Narapidana berdasarkan Keragaman Agama yang 
dianutnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar, Maret 2014. 
 
No. Jenis Agama Jumlah Persentase 
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Narapidana 
1 Islam 713 92% 
2 Kristen 54 7% 
3 Katolik 9 1% 
4 Hindu - - 
5 Budha - - 
 776 100% 
 
Berdasarkan data di atas, dapat di ketahui bahwa jumlah 
narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A terhitung 
Bulan Maret Tahun 2014 terdapat sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh 
enam) Narapidana, dimana jumlah narapidana yang beragama islam 
sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) orang, kristen sebnyak 54 (lima 
puluh empat) orang, dan Katolik sebanyak 9 (sembilan) orang. Sementara 
tidak ditemukan adanya narapidana yang menganut agama Hindu dan 
Budha di Lembaga Pemsyarakatan Klas I A Makassar.  
Data tersebut diatas menunjukkan dominasi yang sangat signifikan 
bagi narapidana yang beragama islam. Sementara sisanya beragama 
kristen dan katolik. Dalam penelitian yang penulis lakukan selama tiga 
hari mengunjungi Lembaga Pemsyarakatan Klas I A Makassar, kegiatan 
beribadah nampak terlihat ramai. Kegiatan menjalankan shalat lima waktu 
bagi umat muslim dilaksanakan secara berjamaah. Namun demikian 
penulis masih menemukan beberapa narapidana yang bergama islam 
53 
 
 
tidak melaksanakan shalat lima waktu di masjid. Melainkan melaksanakan 
shalat lima waktu di kamar narapidana masing-masing. Selain itu, masih 
pula terdapat narapidana muslim yang tidak ikut melaksanakan ibadah 
berjemaah dan juga tidak melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara 
sendiri-sendiri.  
Berkaitan dengan hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan 
Bapak Bakhtiar, selaku kasi bimbingan kemasyarakatan di Lapas Klas I A 
Makassar (Wawancara tanggal 28 Maret 2014). Pada intinya, beliau 
mengemukakan bahwa karena sifat ibadah harus merupakan niat suci 
yang lahir dari dalam diri masing-masing umat, maka pihak lapas tidak 
akan memaksakan kepada narapidana untuk melaksanakan ibadah. 
Masing-masing narapidana hanya dihimbau untuk lebih mendekatkan diri 
kepada  Tuhan melalui berbagai kegiatan ibadah yang dilakukan sesuai 
dengan agama yang dipeluk masing-masing narapidana. 
Menanggapi apa yang dikemukakan di atas, penulis sepakat 
bahwa menjalankan ibadah merupakan suatu kebebasan masing-masing 
umat beragama yang tidak dapat dipaksakan. Namun demikian, perlu 
kiranya dilakukan penaggulangan yang sifatnya melakukan pembinaan 
narapidana guna memberikan penyadaran spritual agar narapidana yang 
bersangkutan dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Berkaitan dengan hal ini Bapak Bakhtiar menambahkan bahwa, 
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pihak pembinaan narapidana Lapas Klas IA kota Makassar secara rutin 
melaksanakan kegiatan pengajian bagi mereka yang beragama muslin 
yang waktunya ditentukan oleh pembina yang dilaksanakan setiap 3 kali 
dalam seminggu. Selain itu, kerja sama telah dilakukan dengan berbagai 
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan, baik 
agama islam maupun kristen dan katolik untuk melaksanakan kegiatan 
keagamaan di Lembaga Pemayarakatan Kals I A Makassar.   
Menanggapi hal tersebut, penulis sepakat, bahwa melibatkan 
Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pemenuhan hak 
menjalankan ibadah beragama bagi narapidana merupakan salah satu 
upaya yang positif yang dapat menanggulangi kurangnya SDM lapas 
dalam melakukan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi 
narapidana. 
Dalam rangka mengefektifkan fungsi lapas sebagai lemabaga yang 
diharapkan mampu memberikan penyadaran bagi narapidana, tentu 
kegaitan ibadah merupakan salah satu upaya yang sangat 
baik.Khsusunya berkaitan dengan upaya menyadarkan dan 
mengembalikan manusia ke jalan yang benar.Oleh karena itu, fasilitas-
fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di lembaga 
pemasyarakatan harus diupayakan dan didesain senyaman 
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mungkin.Sehingga para narapidana merasa nyaman dan tenang dalam 
menjalankan kegiatan beribadah. 
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pemenuhan Hak 
Melakukan Ibadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar. 
 
Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana, tentu 
banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaannya.Faktor-
faktor tersebut, dapat dikategorikan kedalam faktor-faktor yang 
mendukung dan faktor-faktor yang menghambat. Dalam pemenuhan hak 
melaksanakan ibadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
I A Kota Makassar, aparat sangat terbantu dengan adanya fasilitas tempat 
ibadah yang memadai. Seperti terdapat mesjid sebagai tempat beribadah 
umat islam dan gereja sebagai tempat ibadah umat kristiani.  
Selain itu, faktor yang juga menunjang terlaksananya pelaksanaan 
ibadah dapat berjalan dengan baik adalah, pastisipasi dan 
antusiasnarapidana dalam melakukan kegiatan ibadah cukup 
tinggi.Sehingga kegiatan ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. 
Kerjasama yang terjalin dengan berbagai Lemabaga Swadaya 
Masyarakat yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan sangat 
memberikan bantuan bagi aparat.Khususnya bagi mereka yang 
memerlukan bimbingan rohani secara personal.Tidak sedikit, narapidana 
harus menjalani ibadah/pendekatan rohani secara personal karena tidak 
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nyaman dengan keramaian yang terjadi.Sehingga LSM mengambil peran 
dalam pelaksanaan kegiatna ibadah ini. Penulis melakukan wawancara 
dengan Ibu Sira selaku pembimbing kemasyarakatan pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IA Makassar dan beliau mengemukakan bahwa 
beberpa bentuk uapaya dalam rangka pemenuhan hak melaksanakan 
ibadah bagi narapidana adalah melakukan sosialisasi tentang jadwal 
ibadah, kemudian menghimbau narapidana untuk mengikuti ibadah, dan 
mengawasai jalannya pelaksanaan ibadah. Selain itu, urusan yang 
bersifat eksternal yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan 
pihak luar dalam hal ini pihak yang akan mengisi atau memandu jalannya 
ibadah.  
Dalam pelaksanaannya Ibu Sira mengemukakan bahwa sering 
terjadi situasi dimana pengisi ibadah berhalangan hadir. Ini adalah 
hambatan yang paling sering dihadapi, saat situasi seperti ini, mau tidak 
mau petugas lapas harus siap menjadi pengganti pengisi kegiatan ibadah 
seperti penceramah, atau bahkan jika tidak ada yang mampu untuk 
melaksanakan tugas tersebut, maka dilakukan penundaan pelaksanaan 
ibadah jika memungkinkan.  
Selain itu, masih terdapatnya beberapa narapidana yang tidak 
memiliki antusias untuk melaksanakan ibadah merupakan salah satu 
penghambat lainnya.Dalam keadaan seperti ini, pembina harus 
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melakukan pendekatan personal kepada narapidana yang 
bersangkutan.Kominikasi yang dilakukan harus dikondisikan dengan 
psikis yang bersangkutan.Tidak jarang terdapat beberapa narapidana 
yang tidak ingin diajak berkomunikasi, sehingga pembina tidak dapat 
melakukan pembinaan terahdap narapidana yang bersangkutan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar telah dilakukan 
dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan 
yang dilaksanakan dalam LAPAS, yakni melakukan ibadah wajib 
ditambah kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian, 
kebaktian.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak 
melakukan ibadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
klas I Makassar terdiri dari faktor penghambat dan faktor 
pendukung. Faktor pendukung meliputi tersedianya fasilitas yang 
memadai dan antusias narapidana yang cukup tinggi, serta 
terdapat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat 
dalam pelaksanaan kegiatan beribadah. Sedangkan faktor 
penghambat terdiri dari masih kurangnya sumber daya manusia 
yang mengisi kegiatan ibadah dan terdapat beberapa narapidana 
yang tidak mengikuti kegiatan ibadah. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar: 
1. Pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan klas I Makassar perlu dilakukan lebih intensif lagi. 
Hal ini dimaksdukan agar Lembaga pemasyarakatan dapat 
menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menyadarkan 
narapidana.  
2. Berkaitan dengan faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya 
pemenuhan hak melaksanakan ibadah di Lembaga 
Pemasyarakatan klas I A makassar, khususnya terkait dengan 
kurangnya SDM yang mengisi kegiatan ibadah penulis 
menyarankan agar aparat Lapas melakukan kerja sama dengan  
lembaga-lembaga resmi keagamaan untuk mengisi kegaitan 
ibadah secara rutin. Untuk permasalahan narapidan yang tidak 
dapat diajak berkomunikasi, ada baiknya pihak lapas mengundang 
keluarga narapidana yang bersangkutan untuk mengajak 
narapidana tersebut melakukan kegiatan ibadah.  
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